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RINGKASAN 

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap praktik prostitusi di 

Indonesia, dengan pendekatan normatif dan perspektif sosial. Prostitusi di 

Indonesia merupakan isu kompleks yang tak hanya terkait dengan moralitas, tetapi 

juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Meskipun Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pasal-pasal terkait pelacuran, seperti 

Pasal 296 dan 297, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaksanaan dan 

efektivitasnya masih menemui banyak hambatan, terutama di era digital. 

Sejarah prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini telah ada sejak 

masa kerajaan, masa kolonial, hingga masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan, 

prostitusi bahkan dilegalkan secara administratif oleh pemerintah kolonial demi 

menjaga stabilitas sosial. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mencoba 

menerapkan berbagai kebijakan seperti lokalisasi, namun kebijakan ini justru 

menimbulkan dampak sosial baru, termasuk munculnya prostitusi terselubung. 

Di masa kolonial, praktik prostitusi bahkan dilegalkan secara administratif oleh 

pemerintah Hindia Belanda, dengan membentuk kawasan lokalisasi dan 

menerapkan sistem registrasi serta pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja seks. 

Pemerintah kolonial memandang keberadaan prostitusi sebagai bagian dari 

kebutuhan sosial yang perlu diatur demi ketertiban umum dan kesehatan publik. 

Namun, legalisasi tersebut lebih berpihak pada kepentingan penjajah dan kurang 

mempertimbangkan hak-hak perempuan pribumi yang terlibat. 

Memasuki masa pendudukan Jepang, praktik prostitusi berubah menjadi bentuk 

eksploitasi seksual sistemik melalui kebijakan jugun ianfu, yaitu perempuan 

Indonesia yang dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang. Hal ini 

menunjukkan bahwa prostitusi sering kali tidak hanya lahir dari pilihan individu, 

melainkan akibat tekanan struktural dan kekuasaan militer. 
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Setelah kemerdekaan, praktik prostitusi terus berlangsung dan dihadapi 

pemerintah dengan kebijakan yang berubah-ubah. Pada era Orde Baru, strategi 

penanganan prostitusi dilakukan melalui pendekatan lokalisasi, di mana aktivitas 

prostitusi diarahkan ke kawasan tertentu untuk memudahkan pengawasan. Meski 

demikian, pendekatan ini memunculkan berbagai persoalan baru, seperti prostitusi 

terselubung dan eksploitasi yang tetap berlangsung di luar zona resmi. 

Dalam ranah hukum, KUHP Indonesia mengatur pelacuran secara tidak langsung 

melalui Pasal 296 dan 297, yang lebih menitikberatkan pada pelaku fasilitator atau 

mucikari, bukan pada pelaku utama maupun pengguna jasa. Selain itu, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi menjadi bagian dari instrumen hukum yang dipakai dalam upaya 

penanggulangan praktik prostitusi, meskipun sering kali masih belum efektif 

dalam implementasinya. 

Di sisi lain, kemajuan teknologi dan internet telah menyebabkan transformasi 

besar dalam bentuk prostitusi, dari yang konvensional menjadi prostitusi daring. 

Praktik prostitusi kini banyak dilakukan secara online, melalui media sosial, 

aplikasi chatting, dan situs web khusus. Prostitusi daring ini menjadi tantangan 

baru bagi aparat penegak hukum karena sulit terdeteksi dan tidak terikat pada 

batas wilayah tertentu. Hal ini menuntut kebijakan hukum pidana yang lebih 

adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. 

Dalam kerangka teoritik, penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum 

pidana, teori sosial dan kriminalitas, serta teori keadilan. Melalui pendekatan ini, 

penulis menekankan bahwa prostitusi tidak bisa hanya dilihat sebagai tindakan 

menyimpang atau kejahatan individual, tetapi sebagai refleksi dari struktur sosial 

yang timpang. Faktor seperti kemiskinan, ketimpangan gender, serta kurangnya 

akses pendidikan dan lapangan kerja menjadi pendorong utama seseorang 

terjerumus dalam dunia prostitusi. 

Penelitian ini juga mengkritisi adanya kekaburan hukum (legal ambiguity) dalam 

regulasi prostitusi di Indonesia. Tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai 

prostitusi dalam KUHP menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten 
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dan menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan hukum 

pidana yang secara jelas dan tegas mengatur aspek-aspek prostitusi, baik dalam 

konteks pelaku, pengguna jasa, maupun fasilitator. 

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penanganan prostitusi di 

Indonesia masih belum berjalan optimal karena pendekatannya yang terlalu 

represif dan minim perlindungan terhadap pekerja seks sebagai individu yang 

rentan. Diperlukan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menindak secara 

hukum, tetapi juga memberi ruang bagi rehabilitasi sosial, perlindungan hak asasi, 

dan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku prostitusi. 

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya reformulasi kebijakan hukum 

pidana terhadap prostitusi dengan pendekatan multidisipliner, mengedepankan 

prinsip keadilan sosial, serta membuka ruang dialog antara negara, masyarakat 

sipil, dan individu yang terlibat dalam praktik prostitusi. Hukum pidana harus 

mampu hadir secara manusiawi, adil, dan solutif agar fenomena prostitusi dapat 

ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. 
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ABSTRAK 
 

Kata Kunci : : Analisis Kebijakan, Hukum Pidana, Prostitusi 
 
Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan telah menjadi bagian 
dari dinamika masyarakat Indonesia sejak zaman kuno hingga era digital saat ini. 
Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moralitas, tetapi juga 
menyangkut faktor ekonomi, budaya, hukum, dan sosial. Ketimpangan sosial dan 
ekonomi yang mengakar menjadi pendorong utama terjadinya praktik prostitusi, 
yang kemudian menimbulkan polemik dalam penegakan hukum pidana. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sejarah prostitusi di Indonesia serta 
mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang berlaku dalam menanggulangi praktik 
tersebut secara adil dan efektif.Penelitian menggunakan metode hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang 
digunakan meliputi KUHP, UU ITE, UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, serta UU Pornografi. Sifat penelitian bersifat deskriptif dan 
analitis, dengan fokus pada kekaburan hukum dalam regulasi prostitusi.Bab II 
membahas sejarah perkembangan prostitusi dari masa kerajaan, kolonial, hingga 
era digital saat ini. Perubahan bentuk prostitusi dari lokalisasi fisik ke praktik daring 
mengungkap lemahnya regulasi yang tegas dan menyeluruh. Sementara itu, Bab III 
menguraikan prinsip keadilan dalam penanganan prostitusi, menekankan 
pendekatan humanis dan non-diskriminatif, serta pentingnya keterlibatan aparat 
penegak hukum dan formulasi kebijakan yang responsif terhadap realitas sosial. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia masih 
bersifat ambigu dan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh. Oleh 
karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih progresif dan komprehensif, 
yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan solusi 
alternatif bagi korban. Reformulasi kebijakan yang berkeadilan merupakan langkah 
penting dalam upaya mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi. 
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ABSTRACT 
 
Keywords: Policy Analysis, Criminal Law, Prostitution. 
 
Prostitution is a complex social issue that has been part of Indonesia's societal 
dynamics from ancient times to the present digital era. This phenomenon is not only 
related to moral aspects but also involves economic, cultural, legal, and social 
factors. Deep-rooted social and economic disparities are major drivers behind the 
practice of prostitution, which in turn raises polemics in the enforcement of 
criminal law. This study aims to analyze the historical development of prostitution 
in Indonesia and to evaluate the existing criminal law policies in addressing this 
practice in a fair and effective manner.The research employs a normative legal 
method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include 
the Indonesian Penal Code (KUHP), the Law on Electronic Information and 
Transactions (ITE Law), the Law on the Eradication of the Crime of Human 
Trafficking, and the Pornography Law. The nature of the study is descriptive and 
analytical, focusing on the legal ambiguity surrounding prostitution 
regulation.Chapter II discusses the historical evolution of prostitution from the era 
of kingdoms and colonial rule to the current digital age. The shift from physical 
localization to online practices reveals the weakness of firm and comprehensive 
regulations. Meanwhile, Chapter III elaborates on the principles of justice in 
handling prostitution, emphasizing a humanistic and non-discriminatory approach, 
as well as the importance of law enforcement involvement and policy formulation 
that is responsive to social realities.This study concludes that criminal law policy 
in Indonesia remains ambiguous and does not yet comprehensively address the root 
causes of the problem. Therefore, there is a need for more progressive and 
comprehensive legal reform that not only prosecutes offenders but also provides 
protection and alternative solutions for victims. A just reformulation of policy is a 
crucial step toward achieving a more equitable and humane social order. 
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